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KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr'Wb

puji syukur disampaikan kehadiran Allah Tuhan Yang maha Kuasa, Panitia telah

berhasil merampungkan Prosiding Simposium Nasional dengan tema "Hukum lnternasional

dalam Geopolitik Dunia Kontemporer : Perspektif don Pengalamon lndonesio. Simposium yang

dilaksanakan di Kota Bukittinggi pada tanggal 07-08 September ini merupakan kolaborasi

Fakultas Hukum Universitas Andalas, khususnya Bagian Hukum lnternasional dengan Pengurus

pusat Asosiasi Pengajar Hukum lnternasional (APHI) dalam rangka mengisi agenda tahunan

APHI.
Dalam pertemuan ini APHI telah berhasil dan sukses mempertemukan para pengajar

hukum internasional dan para ahli hukum internasional yang berasal dari 30

Universitas/lnstitut di lndonesia untuk membahas isu-isu kontemporer dalam hukum

internasional. Adapun isu dan topik yang didiskusikan secara intensif antara lain,il Hukum don

Hubungon lnternosionol posco terpilihnya Presiden Ameriko Serikot don kepentingon lndonesio;

1) Kepentingon Negora-negoro Kowason don lndonesio di Somudero Hindia (ORA); iii) Hukum

Ekonomi lnternosionol Kontemporer pasco keludrnyo lnggris dori Uni Eropo, Sengketo Lout

lnternosionol di Laut Tiongkok Selatan (LTS); iv) Kepentingon lndonesia dolom rongko

Masyarokot Ekonomi ASEAN (MEA) dan tema hukum internasional kontemporer lainnya.
Hal penting dan perlu dicatat adalah bahwa Pertemuan APHI dan Simpoisum Nasional

ini telah menghasilkan "Deklarasi Bukittinggi" terkait dengan situasi di Myanmar. Hal ini
menunjukan kepedulian pengajar Hukum lnternasional terhadap persoalan tindakan
pemerintah Mynmar pada suku bangsa Rohingya. Deklarasi ini juga mendukung tindakan
Pemerintah lndonesia untuk penyelesaian kasus ini secara damai dan mendorong ASEAN serta
PBB untuk membentuk Komisi lnvestigasi terhadap peristwa kemanusian di Myanmar.

Oleh sebab itu, mengingat strategis dan pentingnya hasil pemikiran yang didiskusikan
pada Simposium tersebut maka kami sangat menyambut dan mengapresiasi upaya dan

keberhasilan Panitia menyusun dan menerbitkan Prosiding ini. Selain itu, izinkan pula kami
mengucapkan terima kasih banyak kepada Pengurus Pusat APHI pada umumnya dan khususnya
kepada Prof. Hikmahanto Djuwana, SH., LL.M., Ph.D selaku Ketua, yang telah memberikan
perhatian dan dukungan guna terlaksananya Pertemuan dan Simposium NElional ini. Kami juga
menyampaikan terima kasih kepada Rektor Universitas Andalas, Unsur Pimpinan Fakultas
Hukum, Ketua Bagian Hl, ibu Magdariza, SH., MH., Ketua Panitia Pelaksana, Dr. Jean Elvardi,
SH., MH., serta para Dosen Bagian Hl yang sudah berkontibusi dan berpartisipasi secara aktif.
Terakhir kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril dan materil, semoga Allah
akan membalasnya. Semoga ini akan memberikan kontribusi pada dunia ilmu Hukum
khususnya dan petadaban pada umumnya. Aamin.

Padang, 10 Oktober 2017

Prof. Dr. Zainul Daulay, S.H., M.H
Dekan Hukum Universitas Andalas
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NAIKNYA PERMUKAAN AIR LAUT DAN PENETAPAN GARIS PANGKAT NEGARA PANTAI387

Oleh :Enny Narwati

Abstrak

Garis pangkal mempunyai arti penting dalam menentukan batas wilayah negara di

laut. Penetapan garis pangkal suatu pulau diukur pada saat air laut paling surut.

Akan tetapi, dengan naiknya permukaan laut maka base point yang digunakan

untuk mengukur garis pangkal akan hilang sehingga sebenarnya garis pangkal

suatu pulau juga berubah. Berubahnya garis pangkal dapat mengakibatnya

bergesernya daratan atau hilangnya suatu pulau. Fenomena alam ini menimbulkan
masalah bagi negara pantai, karena hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982

tidak mengatur tentang berubahnya garis pangkal karena naiknya permukaan laut.

Tulisan ini bertujuan untuk melakukan analisa mendalam dan mencari solusi

terbaik, baik bagi negara pantai maupun masyarakat pengguna lautan, bagaimana

seharusnya hukum internasional mengatur tentang hal tersebut.

Kata kunci: garis pangkal, permukaan air laut, hukum internasional

A. PENDAHULUAN

Permukaan laut bersifat dinamis dan akan selalu berubah dari waktu ke waktu.

Berubahnya permukaan laut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya karena pemanasan

global pada konsentrasi karbon dioksida di atmosfer yang menyebabkan meningkatkan suhu

muka bumi. Pemanasan global (global warming) merupakan sebuah fenomena yang telah

terjadi akibat efek gas-gas rumah kaca (glass house effects) yang dihasilkan melalui kegiatan

pembangunan ekonomi khususnya sektor industrialisasi dan transportasi. Gas rumah kaca ini

dapat menyebabkan suhu permukaan bumi mengalami peningkatan cukup signifikan dang

mengakirratkan pemanasan global. Pemanasan global yang terjadi tidak hanya berakibat pada

iklim yang menjadi kacau, tetapi juga menyebabkan adanya fenornena mencairnya gunung-

gunung ataupun beting-beting es di Kutub Utara maupun Kutub Selatan.

Dan meningkatnya suhu muka bumi yang mengakibatkan mencairnya lapisan es,

selanjutnya menyebabkan kenaikan permukaan air laut. Dengan 44 persen populasi dunia

yang tinggal di dalam zona pesisir laut, hal ini menjadi perhatian khusus bagi negara-negara

pantai dan implikasi kemanusiaan akibat kenaikan permukaan air laut akan menjadi

387Enny Narwati, Departemen Hukum lnternasional, Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Surabaya
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signifikan.388 Naiknya permukaan laut antara L-2 mm pertahun, yang dimulai pada abad yang

lalu. Rata-rata tingkat kenaikan permukaan laut ini konsisten dengan data altimeter satelit

terakhir, yang secara langsung mengukurvariasi eustatic di permukaan laut.38s

Meningkatnya permukaan air laut yang terus menerus akibat pemanasan global

tersebut akan mengakibatkan bergesernya garis pantai menuju daratan, dan selanjutnya akan

rnengancam atau berpotensi menenggelamkan suatu pulau. Republik lndonesia sebagai

negara kepulauan terbesar di dunia sangat mungkin akan kehilangan pulau-pulau, terutama

sekali pulau-pulau terluar, mengingat kondisi geografis lndonesia berada di tempat yang lebih

rendah dibandingkan dengan negara-negara yang berada pada daratan kontinen.Dari uraian di

atas, maka akan dilakukan analisa mendalam tentang naiknya permukaan air laut yang

berakibat berubahnya garis pangkal negara pantai dan mencari solusiterbaik, baik bagi negara

pantai maupun masyarakat pengguna lautan, bagaimana seharusnya hukum internasional

mengatur tentang hal tersebut

B. PEMBAHASAN

Kedaulatan negara merupakan prinsip yang sangat penting &lam Hukum lnternasional,

dan ruang lingkup kedaulatan negara meliputi wilayah darat laut dan udara. Berbeda dengan

kedaulatan negara atas wilayah darat, yang diperoleh pada saat negara tersebut mendapatkan

kemerdekaannya, kedaulatan negara atas wilayah laut diatur tersendiri oleh Hukum

lnternasional. Pengaturan Hukum lnternasional tentang kedaulatan negara atas wilayah laut ini

secara tradisional didominasi pertentangan antara prinsip kebebasan dan prinsip kedaulatan

sebagaimana R.J. Dupuy menyatakan: "The seo hos olwoysbeen loshed by two mojor controry

winds: the wind from the high seos towords the land is the wind of freedom; the wind from the

lond toword the high seos is the beorer of sovereignties. The low of the sea hos always been in

the middle between these conflicting forces."3eo

Pada masa kini, kedaulatan negara sudah mengalami pergeseran konsep, akan tetapi,

apabila hal tersebut mengenai wilayah, maka negara akan mempertahankan dengan segala

kemampuannya.3el Hal ini karena konsep wilayah merupakan konsep yang paling penting dan

mapan dalam Hukum lnternasional.3s2

388 hftps://www.uowblogs.com/globalchallenges/20l5lOl/20lnoles-from-madrid-sea{evel-
rises-and-shift ing-baselines/

"'htto ://vvr,vw.i pcc.chIffi
3eoR.J. Dupuy, dalam Yoshifumi Tanaka, fhe tnternotionol Low of the Seo, Cambridge University

Press, New York , 20L2, h. L6.

"'Etty R. Agoes, Konvensi Hukum Lout 1982 don Mosaloh Pengaturon tentong Lintos Kopo!-
kopol Perong podo Setot-selot yong Digunokon untuk Peloyoron lnternosional di Peroiran lndonesio,
Disertasi, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1988, h. 59-51.

3e2Huala Adolf, Aspek-ospek Negoro dolom Hukum tnternosionol, RadjaGrafindo Persada,
Jakarta, 1996, h.145.
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Pelaksanaan kedaulatan negara di wilayah darat berbeda dengan kedaulatan negar3

atas wilayah laut. Keduanya memiliki sejarah yang berbeda. Kedaulatan negara atas wilayah

darat langsung melekat pada saat negara tersebut lahir dan telah memenuhi unsur-unsur

konstitutif sebagai negara. Akan tetapi, kedaulatan atas wilayah laut tidak demikian. Negara

yang baru lahir tidak serta merta memiliki kedaulatan atas wilayah laut. Kedaulatan tersebut

harus diklaim terlebih dahulu. Klaim negara atas wilayah laut memiliki sejarah panjang. Secara

tradisional, perkembangan hukum laut internasional diwarnai oleh dua hal, yaitu prinsip

kebebasan di laut dan prinsip kedaulatan negara.3e3

Wilayah darat suatu negara sudah mendapatkan kepastiannya saat negara tersebut

merdeka. Karena salah satu unsur konstitutifadanya negara adalah adanya wilayah yanB pasti.

Akan tetapi, bagi wilayah laut, negara akan dapat memperoleh wilayah berdasarkan ketentuan

hukum internasional. Bahwa sebelum menentukan wilayah lautnya, maka negara yang

bersangkutan harus menentukan garis pangkal terlebih dahulu. Dengan menentukan garis

pangkal maka negara dapat menetapkan perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan,

ZEE dan landas kontinen, dan dalam hal negara kepulauan, termasuk perairan kepulauan.

1. Pengaturan Garis Pangkal menurut UNCLOS 1982

Base line atau garis pangkal adalah imaginory line, yang ditarik pada garis-garis pulau

terluar pada waktu air laut paling surut. Dalam hukum laut internasional, pengukuran wilayah

suatu negara di laut dilakukan dengan cara menentukan titik-titik point di sepanjang wilayah

terluar negara tersebut. Titik-titik point ini yang kemudian dihubungkan antara satu dengan

yang lain secara berurutan, dan dinamakan boseline atau garis pangkal. Garis pantai

berdasarkan IHO Hydrogrophic Dictionory tahun 1970 adalah garis pertemuan antara pantai

(daratan) dan air (lautan), Walaupun secara periodik permukaan laut selalu berubah, suatu

tinggi muka laut tertentu yang tetap dan dapat ditentukan, harus dipilih untuk menentukan

garis pantai. Pada peta laut biasanya digunakan garis air tinggi lhigh woter linel sebagai garis

pantai. Hal ini berbeda sekali dengan garis pangkal yang menggunakan adalah garis air rendah

llow woter line).

Terdapat tiga fungsi garis pangkal:'*Pertomo, untuk untuk menentukan batas maritim

negara pantai. Garis pangkal merupakan suatu Baris dimana batas terluar laut teritorial dan

zona lain negara pantai ditetapkan; Keduo, untuk membedakan perairan pedalaman dan laut

teritorial, serta perairan kepulauan suatu negara kepulauan; dan Ketigo, untuk menentukan

batas maritim dua negara yang saling berhadapan atau berdampingan. Pada saat dua negara

3e3Yoshifumi Tanaka, Ihe tnternotionol Low of the Seo, Cambridge University Press, New York,
2012,h.L6.

"oLowe V. Churchill, The Law of the Seo, third edition, Manchester University Press,Great
Britain, 1999, hal. 31
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sepakat bahwa garis batas maritim ditentukan berdasarkan equidistonce line, maka

squidistonce /ine tersebut ditentukan dari garis pangkal masing-masing negara.

Berdasarkan UNCLOS 1982, terdapat tiga macam garis pangkal yang dapat digunakan

eleh negarS-negara:

- normol bose line (garis pangkal normal)

- stroight bose line lgaris pangkal lurus)

- archipelogic stroight bose /rne (garis pangkal lurus kepulauan).

Ketiga macam garis pangkal ini boleh digunakan secara bersama-sama, tergantung pada bentuk

pulau dan kondisi geografis suatu negara. Bagi negara pantai biasa (coostol stote) dapat

menggunakan normol dan stroight bose line, tetapi bagi negari kepulauan lorchipelagic stotel

dapat menggunakan ketiga macam garis pangkal tersebut secara bersama-sama.

1.1. Garis pangkal normal

Garis pangkal nornal merupakan garis pangkal yang pertama kali digunakan oleh

negara-negara. Yang dimaksudkan dengan garis pangkal normal adalah garis pangkal yang

diukur dari garis air rendah di sepanjang pantai, yang mengikuti bentuk pulau tersebut.

Pengaturan pertama tentang penggunaannya terdapat dalom Geneva Convention on the

Territoriol Seo ond the Contiguous 2one,7958, Pasal 3 dan ditegaskan kembali dalam UNCLOS

1982, Pasal 53ss.

1.2.Garis pangkal lurus

Penggunaan garis pangkal lurus diatur dalam pasal 7,8,9,70 dan L3 UNCLOS 1982.

Pasal 7 ayat (1) menentukan bahwa garis pangkal lurus digunakan pada garis pantai yang

menjorok jauh ke dalam dan menikung atau jika terdapat suatu deretan pulau sepanjang pantai

di dekatnya. Kata-kata 'adanya deretan pulau yang tersebar di sepanjang pantai', harus

memenuhi kriteria bahwa: (1) jarak antara pulau yang satu dan di sebelahnya tidak boleh

melebihi 24 (dua puluh empat) mil laut. Jarak antar pulau yang melebihi 24 (dua puluh empat)

mil laut tidak dapat dikategorikan sebagai pulau yang tersebar; dan (2) jarak antara pulau kecil

dengan daratan utama juga tidak boleh melebihi 24 (dua puluh empat) mil laut.

Pasal 7 ayat (2) mengatur tentang penggunaan garis pangkal lurus apabila terdapat

delta dan kondisi alam lainnya garis pantai sangat tidak tetap, maka titik-titik yang tepat dapat

dipilih pada garis dasar air rendah yang paling jauh menjorok ke laut dan walaupun garis air

rendah kemudian mundur, paris pangkal tersebut akan tetap berlaku sampai diubah oleh

Negara pantii yang bersangkutan. Yang patut menjadi catatan, bahwa tidak ada ketentuan

panjang maksimum garis pangkal lurus yang digunakan untuk menutup suatu delta.

3ssPasal 5 UNCLOS L982'. "Except where otherwise provided in this Convention, the normol
boseline for meosuring the breadth of the territoriat seo is the low-woter line olong the coost as morked
on lorge-scole chorts olficiolly recognized by the coostal 

'tote."

I Hrrr' lnlernasionaldalam Geopolitik Dunia Kontemporer: Perspehif dan Pengalaman lndonesia



Hukum lnternasional dalam Geopolitik Dunia Kontemporer: PerspeKif dan Pengalaman lndonesia

Pasal 7 ayat (4) mengatur tentang low tide elevation (pulau timbul tenggelam). Garis

pangkal lurus tidak boleh ditarik ke dan dari elevasi surut kecuali jika di atasnya didirikan mercu

suar atau instalasi serupa yanB secara permanen ada di atas permukaan laut atau kecuali dalam

hal penarikan garis pangkal lurus ke dan dari elevasi demikian telah memperoleh pengakuan

umum internasional. Pengertian low-tide elevation diatur dalam Pasal 13 UNCLOS 1982.3e6Pasal

9 UNCLOS 1982 mengatakan bahwa apabila suafu sungai mengalir langsung ke laut, garis

pangkal adalah suatu garis lurus melintasi mulut sungai antara titik-titik pada garis air rendah

kedua tepi sungai.

Pasal 10 UNCLOS 1982 mengatur tentang teluk. Yang dimaksud dengan teluk adalah

suatu lekukan yang jelas, dimana lekukannya berbanding sedemikian rupa dengan lebar

mulutnya sehingga mengandung perairan yang tertutup dan yang bentuknya lebih daripada

suatu lingkungan pantai semata-mata. Syarat suatu kondisi alam disebut sebagai teluk menurut

hukum dan dapat digunakan untuk menarik garis pangkal lurus adalah:

1. Apabila luas teluk adalah seluas atau lebih luas setengah lingkaran yang garis

tengahnya adalah suatu garis yang ditarik melintasi mulut lekukan tersebut (lihat

Gambar4.16) ;

2. Apabila jarak antara titik-titik garis air rendah pada pintu masuk alamiah suatu teluk

tidak melebihi 24 mil laut (lihat Gambar 4.17).

Yang dimaksud dengan daerah suatu lekukan daerah yang terletak antara garis dbsar air rendah

sepanjang pantai lekukan itu dan suatu garis yang menghubungkan titik-titik garis air rendah

pada pintu masuknya yang alamiah. Perairan yang ditutup oleh closing /rne merupakan

perairan pedalaman.

1.3. Garis pangkal lurus kepulauan

Garis pangkal lurus merupakan garis pangkal yang baru diatur dalam UNCLOS 1982 sebagai

akibat diakuinya konsep negara kepulauan. Garis pangkal ini pada prinsipnya mengadopsi garis

pangkal lurus, tetapi diterapkan pada suatu negara kepulauan. Apabila garis pangkal lurus

ditarik pada suatu pulau yang memiliki kondisi seperti yang telah diuraikan sebelumnya, maka

garis pangkal lurus kepulauan adalah garis pangkal yang menghubungkan titik-titik terluar

pulau terluar yang satu dengan titik-titik terluar pulau terluar yang lain yang ada di dalam

negara kepulauan tersebut. Dalam pengertian pulau terluar ini, juga termasuk karang kering

terluar. Ketentuan mengenai garis pangkal lurus kepulauan terdapat dalam Pasal 47 UNCLOS

1982

2. Pengaturan Zona Maritim menurut UNCTOS 1982

2.1. Perairan Pedalaman

Pengukuran zona-zona laut dimulai dari garis pangkal, selain itu garis pangkal juga untuk

3s6Pasal 13 UNCLOS 1982.

ffi
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membedakan perairan pedalaman dengan laut teritorial.3eT Perairan pedalaman merupakan

perairan yang berada di antara daratan dan garis pangkal.3es Perairan pedalaman meliputi

wilayah pelabuhan, perairan yang berada di sebelah dalam suatu teluk, delta maupun mulut

sungat Atas perairan pedalaman ini berlaku kedaulatan negara pantai sama seperti kedaulatan

negara di wilaYah daratan.

2.2. Laut feritorial -

Laut territorial merupakan wilayah laut yang berbatasan dengan garis pangkal. Kedaulatan

suatu Negara, meliputi wilayah daratan dan perairan pedalaman, perairan kepulauan bagi

Negara Kepulauan, juga suatu jalur laut yang berbatasan dengan garis pangkal yang disebut

sebagai laut territorial. UNCLOS 1982 Pasal 2 menyatakan bahwa:

1. The sovereignty of o coostol Storc ertends, heyond its land territory ond internal
waters ond, in the cose of on orchipelogic Stote, its orchipelogic waters, to on
odjocent belt of seo, described os the territoriol seo.

2. This sovereignty extends to the oir spoce over the territoriol seas os well as to its
bed ond subsoil.

3. Tlpe sovereignty over the territoriol seo is exercised subject to this Convention ond
to other rules of internationol low.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka kedaulatan negara pantai atas laut territorial bersifat

vertikal, mulai dari wilayah udara di atas laut territorial, perairan, serta dasar laut dan tanah di

bawahnya. Lebar maksimum laut territorial yang boleh diklaim oleh suatu negara adalah 12 mil

laut yang diukur dari garis pangkal.3ss

2.3.Zona Tambahan

Zona tambahan merupakan suatu zona peralihan dari laut territorial, dimana berlaku

kedaulatan negara pantai, ke laut bebas dimana berlaku asas kebebasan di laut. Terhadap zona

tambahan ini negara pantai tidak lagi nrempunyai kedaulatan, tetapi negara pantai masih

diperbolehkan untuk melaksanakan yurisdiksinya atas pelanggaran-pelanggaran bea cukai,

fiskal, saniter dan imigrasi yang dilakukan oleh kapal asing. Pasal 33 UNCLOS 1982 menegaskan

bahwa: "/n a zone contiguous to its territorial sea, described os the contiguous zone, the coostal

Stote moy exercise the control necessory to: (o) prevent infringement of its custom, fiscal,

immigrotion or sonitdry lows ond regulations within its territory or territoriol sea; (b) punish

infringement of the obove laws ond regulations committed within its territory or territoriol sea

2.4.Zona Ekonomi Eksklusif

Pasal 55 UNCLOS 1982 menyatakan bahwa : "The economic exclusive zone is on area

beyond ond odjocent to the territorial seo, subject to the specific legal regime estoblished in this

3slChurchill, op.cit., h. 3L.
3esPasal 8 UNCLOS 1982.
3ssPasal 3 UNCLOS 1982.
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port, under which the rights and jurisdiction of the coostal Stote ond the rights ond freedoms o7

other Stotes ore governed by the relevant provisions of this Convention."

Kewenangan negara atas ZEE meliputi hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan

eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, yang meliputi perairan di atas

dasar laut, dasar laut dan tanah J br*ahny.. Kewenangan yang lain adalah memberlakukan

yurisdiksi dalam hal pembuatan dan pemakaian pulau buatan, riset ilmiah kelautan dan

perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Di luar kewenangan tersebut, bagi semua

Negara, baik berpantai maupun tidak berpantai, berhak menikmati kebebasan pelayaran dan

penerbangan, serta kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut, dan penggunaan laut

lain yang sah menurut Hukum lnternasional yang berkaitan dengan pengoperasian kapal,

pesawat udara dan kabel serta pipa bawah laut.am

2.5. Landas Kontinen

Landas kontinen sebenarnya merupakan bagian dari ZEE,yang khusus meliputi dasar

laut dan tanah dibawahnya, sebagimana disebutkan dalam Pasal 76.401 Karena merupakan

bagian dari ZEE, maka segala ketentuan yang ada di ZEE secara otomatis berlaku juga di landas

kontinen, sepanjang tidak diatur secara khusus dalam pengaturan mengenai Iandas kontinen.

Dalam keadaan tertentu negara pantai dimungkinkan untuk mengklaim landas kontinen lebih

dari 200 mil laut sampai batas maksimum 350 mil laut atau tidak lebih dari 100 mil laut dari

kedalaman 2.500 meter.

2.5. Laut Bebas

Pasal 86 menyatakan bahwa: "... apply to oll parts of the sea thot ore not included in

the exclusive economic zone, in the territoriol seo or in the internol wote6 of o stote, or in the

archipelogic woters of on orchipelagrc stote,"selanjutnya pasal 88 menegaskan bahwa: "Ihe

high seas sholl be reserved for peoceful purposes."

Laut bebas merupakan semua bagian laut yang tidak termasuk dalam ZEE, dalam laut

territorial atau perairan pedalaman suatu Negara, atau dalam perairan kepulauan suatu Negara

kepulauan. Di laut bebas berlaku prinsip freedom ofthe seo. Kebebasan di laut berarti bahwa

laut bebas dapat digunakan oleh Negara manapun. Kebebasan juga berarti bahwa tidak

satupun Negara yang dapat menundukkan kegiatan manapun di laut bebas di bawah

kedaulatannya dan laut bebas hanya digunakan untuk tujuan-tujuan damai. Kebebasan di laut

meliputi: kebebasan berlayar, kebebasan penerbangan, kebebasan untuk memasang kabel dan

pipa bawah laut, kebebasan untuk membangun pulau-pulau buatan, kebebasan menangkap

ikan serta kebebasan untuk melakukan riset ilmiah kelautan.a02 Kebebasan di laut bebas ini

aooPasal 58 UNCLOS 1982.
aolPasal 76 UNCLOS 1982.
ao2Pasal 87 ayat (1) UNCCTOS 1982:
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tidak hanya dinikmati oleh negara-negara yang mempunyai pantai saja, tetapi diperuntukkan

bagi semua negara.ao3

2.7.Area

Area merupakan daerah dasar laut dan tanah di bawahnya yang berada di luar

yurisdiksi suatu Negara, yaitu di luar batas-batas landas kontinen yang berada dalam yurisdiksi

suatu negara.4@ Kegiatan di Area meliputi segala kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber-

sumber kekayaan alam non-hayati. Kegiatln di Area tidak akan mempengaruhi status hukum

perairan yang ada di atasnya ataupun ruang udara yang mengikutinya. Prinsip hukum yang

berlaku di Area adalah common heritage of monkind,aosyang berarti bahwa segala kekayaan

dan kegiatan di Arei merupakan warisan bersama umat manusia, yang harus memberi manfaat

bagi keseluruhan umat manusia yang ada di bumi.

3. Berubahnya Garis Pangkal Sebagai Akibat Naiknya Permukaan Air Laut

UNCLOS 1982 mengartikan 'pulau' sebagai daratan yang terbentuk secara alamiah,

yang dikelilingi oleh air dan tetap ada di atas permukaan air pada saat air laut pasang.a06

Terhadap pulau tersebut dapat ditetapkan laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi

eksklusif dan landas kontinen.aoT Akan tetapi, masih dalam ketentuan yang sama, dibedakan

antara pulau dan karang, di mana UNCLOS 1982 tidak mengatur mengenai definisi karang.

Karang yang tidak dapat mendukung habitat manusia atau kehidupan ekonomi tersendiri, tidak

mempunyai zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen.a08 Dari ketentuan ini tersirat bahwa

karang yang tidak mendukung habitat atau kehidupan ekonomi hanya dapat mempunyai laut

teritorial dan zona tambahan. Akan tetapi, daratan yang muncul ke permukaan laut pada saat

air laut surut dan terbenam pada saat air laut pasang, yang disebut dengan low-tide elevation,

tidak mempunyai laut teritorial sendiri.aos Hal ini berarti bahwa karang yang bisa mempunyai

laut teritorial dan zona tambahan adalah karang yang berada di atas permukaan air pada saat

air laut pasang.

The high seas ore open to oll Stotes, whether coostol or londlocked. Freedom of the high seos is exercised
under the anditions loid down by this Convention ond by other rules of internotionol low. lt comprises,
inter olio, both for coastol ond lond-locked Stotes: (o) freedom of novigotion; (b) freedom of overflight;(c)

freedom to loy submorine cobles ond pipelines, subjea to Port Vl; (d) freedom to construct artificial
islands and other instollotions permitted under internotionol low, subject to Part Vl; (e) freedom of
fishing, subject to the conditions loid down in section 2; (f) freedom of scientific reseorch, subject to Parts

Vl ond Xlll.
ao3Pasal 87 ayat (2) UNCLOS 1982: "These freedoms shall be exercised by oll Stotes with due

regord for the interests of other Stotes in their exercise of the freedom of the high seos, and also with due
regard for the ights under this Convention with respect to octivities in the Areo."

aoaPasal 1 ayat (1) UNCLOS 1982i "For the purposes of this Convention:(7) "Areo" meons the
seabed ond oceon floor ond subsoil thereof,beyond the limits of notionol jurisdiction."

aosPasal 136 UNCLOS !982: "The Areo ond its resources ore the common heritoge of mankind."
a06Pasal L21 ayat (1) UNCLOS 1982.
aoTPasal 121 ayat (2) UNCLOS 1982.
408Pasal 121 ayat (3) UNCLOS L982.
aosPasal 1.3 UNCLOS 1982.
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UNCLOS 1982 mendasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalamnYa pada

pengertian geografis dari fitur-fitur maritim yang ada. Sedangkan kondisi geografis suatu pulau

ataupun karang dan juga low-tide elevotion tergantung pada alam dan naiknya permukaan 3i1

laut merupakan proses alami yang tidak dapat dihindari. Dengan berubahnya garis pangkal

maka berubah juga zona-zona maritim yang ada. Area laut yang dahulu adalah laut teritorial

maka akan menjadi zona tambahan atau zona ekonomi eksklusif. Begitu juga selanjutnya, dari

yang sebelumnya adalah zona ekonomi eksklusif, maka dengan bergesernya garis pangkal zona

tersebut menjadi laut bebas. Bagi negara yang berhadapan juga akan mengalami perubahan

karena batas delimitasi dua negara diukur dari garis pangkal.

Batas terluar laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif dan landas

kontinen diukur dari garis pangkal dari pafitai suatu negara. Negara pantai dapat menentukan

sendiri garis pangkalnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh UNCLOS 1982.

Garis pangkal yang dibuat pada titik-titik tertentu dari pantai, dapat berubah atau bergeserjika

permukaan air laut naik. Pergeseran tersebut tergantung pada kondisi geologi daerah pantai,

akan tetapi dapat juga terjadi bahwa naiknya permukaan beberapa ratus milimeter dapat

mengakibatkan garis pantai menyusut sampai beberapa kilometer.alo Pergeseran tersebut

dapat dapat terjadi di mana pulau atau karang yang digunakan sebagai bose-point untuk

menentukan garis pangkal menjadi terendam pada saat air pasang, terutama berkenaan

dengan garis pangkal yang panjang.

Dengan naiknya permukaan air laut maka terdapat beberapa hal yang membuat garis

pangkal berubah, yaitu:

1. Pada saat garis pangkal bergeser ke wilayah daratan. Bagi garis pangkal yang tidak

memiliki overlapping cloim, maka negara pantai akan kehilangan sebagian dari laut teritoiial

dan zona-zona maritim lain. Hal ini akan berakibat pada perubahan zona-zona maritim yang

ada, sebagian perairan pedalaman akan berubah menjadi laut teritorial, selanjutnya sebagian

laut teritorial akan menjadi zona tambahan dan zona ekonomi eksklusif, dan juga sebagian

zona ekonomi eksklusif akan menjadi laut bebas. Perubahan zona-zona maritim selanjutnya

akan berakibat pada pelaksanaan hak lintas damai, kebebasan pelayaran, kebebasan perikanan

dan lain-lain.

Bagi negara pantai yang batas maritimnya saling berhadapan atau berdampingan

dengan negara pantai lain, akan membawa dampak berikut: pertama, apabila saling

overlapping laut teritorial dimana jarak keduanya tidak mencapai 24 mil laut, maka masing-

masing negara akan mendapatkan tambahan laut teritorial dan selanjutanya, kemungkinan

aloHayashi Moritaka, lsland' Sea Areas: Effects of
https://www.spf. orglisla ndstudies/research/a00003/

Rising Seo Level, dalam
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juga akan berdampak pada terciptanya zona ekonomi eksklusif masing-masing negara; kedua,

apabila kedua negara berbatasan di zona ekonomi eksklusif, maka dengan bergesernya garis

pangkal akan berdampak pada bertambahnya zona ekonomi eksklusif masing-masing negara;

apabila dengan bergesernya garis pangkal mengakibatkan jarak kedua negara menjadi lebih

dari 400 mil laut, maka akan tercipta laut bebas diantara kedua negara tersebut.

2. Pada saat pulau, karang atau low-tide elevation yang digunakan sebagai bose-point

hilang karena tenggelam. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa garis pangkal ditentukan

dari sebuah pulau, termasuk karang dan low-tide elevation. Manakala fitur maritim yang

digunakan sebagai dasar untuk menentukan garis pangkal tenggelam, maka secara otomatis

garis pangkal akan hilang. Dengan hilangnya garis pangkal, maka akan berakibatnya hilangnya

zona-zona maritim, mulai dari perairan pedalaman, laut teritorial, zona tambahan, zona

ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Hal ini mengingat zona-zona tersebut ditetapkan dari

garis pangkal. Dengan hilangnya zona-zona tersebut maka akan menjadi laut bebas; laut bebas

merupakan semua bagian laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, laut

teritorial atau perairan pedalaman suatu negara, atau perairan kepulauan bagi negara

kepulauan.

4. Solusi Penetapan Garis Pangkal akibat Naiknya Permukaan AirLaut

Dampak dari naiknya permukaan laut dapat menyebabkan hilangnya wilayah negara

dan hal tersebut sebagai konsekuensi hilangnya garis pangkal dan zona maritim yang

ditetapkan berdasarkan garis pangkal. Hukum internasional tidak mengatur tentang perubahan

garis pangkal dan solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selain

kerugian teritorial yang substansial, masalah lain yang juga penting meliputi keprihatinan

kenegaraan, identitas nasional, tanggung jawab negara, akses terhadap sumber daya dan

perdamaian dan keamanan internasional.4ll UNCLOS 1982 hanya mengatur bahwa negara

boleh menetapkan garis pangkalnya, sepanjang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada.

Akan tetapi, UNCLOS 1982 tidak mengatur tentang perubahan garis pangkal manakala terjadi

perubahan pada garis pantai yang diakibatkan oleh naiknya permukaan air laut, sebagaimana

telah dijelaskan sebelumnya.

Terhadap permasalahan tersebut, maka solusi yang ditawarkan bagi penetapan garis

pangkal sebagai akibat naiknya permukaan air laut adalah:

1. Garis pangkal berubah mengikuti permukaan air laut. Apabila hal ini diterapkan maka

kepastian hukum dari garis pangkal tersebut menjadi lemah karena sewaktu-waktu bisa

allCeramah oleh Captain J. Ashley Roach, JAGC USN (Ret), Chair l[A Committee on Baselines and
Member ILA Committee on Sea Level Rise, pada Center for Ocean Law and Policy 41st Annual
Conference, Yogyakarta, 18 Mei 2017.
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berubah guna menyesuaikan dengan naiknya permukaan air laut. Konsekuensi

pangkal yang tidak tetap, antara lain adalah: pertama, akan menimbulkan ketida

maritim dalam hubungan antar negara maupun dengan negara tetangga terdekat,

dapat menimbulkan sengketa; kedua, bagi negara pantai, dengan bergesernya gari5

akan dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang besar dan juga mengubah garis

memerlukan waktu yang lama dan penyesuaian dalam pemberlakuannya; 63n

menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan hak lintas (hak lintas damai dan hak

transit) dan hak-hak yang lain (misalnya hak atas perikanan)412

2. Garis pangkal yang tetap meskipun permukaan air laut naik dan secara alami

pangkal menjadi hilang. UNCLOS 1982 mengatur bahwa negara pantai boleh menetapkan

pangkal dari pulau, karang dan low-tide elevation dan tidak mengatur tentang perubahan

pangkal yang harus dilakukan manakala terjadi perubahan secara alami dari fitur-fitur ma

tersebut. Selain itu UNCLOS 1982 memberikan kewajiban negara pantai untuk

koordinat garis pangkal negara pantai ke Sekretaris Jendral PBB, bukan mempublikasikan

sehingga kewajiban untuk publikasi ada pada negara pantai. Hal ini berarti 6ahwa sekali

pangkal ditetapkan maka akan berlaku selamanya, kecuali negara pantai mengubahnya

suka rela. Keuntungan dari garis pangkal yang tetap adalah ada kepastian hukum

mengikat bagi semua negara, baik negara pantai maupun negara pengguna lautan.

adanya kepastian hukum garis pangkal maka akan berakibatjuga kepastian hukum di

yang lain, misalnya tentang keselamatan pelayaran dan hak-hak negara yang lain di laut.

C. PENUTUP

1. Apabila tidak merugikan kepentingan masyarakat internasional maka dianut garis

pangkal yang tetap. Status hukum garis pangkal menjadi tetap saat dibuat peraturan

perundang-undangan nasional dan di depositkan ke Sekretaris Jendral PBB.

Sepanjang garis pangkal tidak diubah oleh negara pantai maka akan tetap berlaku

walaupun permukaan air laut bergeser ke daratan. Hal ini dikarenakan kewenangan

untuk menentukan garis pangkal ada pada negara pantai.

2. Bagi negara yang berhadapan atau berdampingan, apabila diperlukan, dilakukan

perjanjian antara dua negara yang saling berhadapan atau berdampingan.

al2Sarra Sefrioui, Adopting to Seo level Rise: A Low of the Seo Pegpective, dalam Gemma
Andreone, tditot, The Future of the Low of the Seo, Bridging Gops Betweem Notionol, tndividuol ond
Common lnterests, Springer Open, 2017, h. 15-16.
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